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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pola distribusi warisan di Nagari 

Cubadak Air, Kota Pariaman, dapat disimpulkan bahwa: 

Pertama, mengungkap pola pembagian yang fleksibel. Terdapat tiga pola 

pembagian warisan di Nagari Cubadak Air yaitu: 1.) Pembagian sama rata; 2.) 

Pembagian tidak sama rata; 3.) Pembagian berdasarkan faraidh. Hal ini 

mencerminkan integrasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, di 

mana ketiganya saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, 

dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Pusako tinggi tetap dipertahankan 

secara kolektif dalam garis matrilineal dan tidak dibagi secara individual, sebagai 

simbol identitas dan keberlanjutan kaum. Sedangkan pusako randah dibagikan 

kepada ahli waris melalui kombinasi prinsip hukum Islam (faraidh), musyawarah 

keluarga, dan dalam beberapa kasus melalui wasiat. Pola ini mencerminkan 

praktik pluralisme hukum, yaitu integrasi antara hukum adat Minangkabau, 

hukum Islam, dan hukum perdata yang berjalan secara harmonis dan kontekstual. 

Kedua, rasionalitas aktor seperti istri, anak, dan niniak mamak bersifat 

praktis, dimana faraidh sebagai jaminan hak dasar untuk pencegahan konflik, 

sementara penyesuaian atas diberikannya penghargaan jasa (merawat, urus usaha) 

dan menghindari iri hati, seperti ditegaskan kutipan "ndak ado nan rugi" dan 

"supaya adil". Dalam tujuh kasus yang diteliti, musyawarah keluarga menjadi 

mekanisme dominan dalam menentukan pembagian warisan. Musyawarah 

berfungsi untuk menyesuaikan pembagian dengan kondisi sosial dan ekonomi ahli 

waris. Mencegah konflik dan sengketa keluarga. Menjaga keharmonisan 

hubungan kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam praktik lokal 

dipahami secara substantif dan kontekstual, bukan semata-mata normatif dan 

matematis. 
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Ketiga, berdasarkan analisis penerapan hukum waris Islam, wasiat legaats 

dan efsterling pada tujuh kasus di Nagari Cubadak Air, dapat disimpulkan bahwa 

praktik pembagian warisan di wilayah tersebut mengadopsi sistem faraidh sebagai 

fondasi normatif yang wajib dan tidak dapat diganggu gugat, dengan penyesuaian 

kontekstual melalui legaats dan efsterling untuk mencapai keadilan substantif 

yang selaras dengan adat Minangkabau. Faraidh diterapkan secara konsisten 

sebagai hak dasar dzawil furudh. Legaats (wasiat spesifik maksimal 1/3 harta 

untuk non-ahli waris utama) dominan pada kasus 3, 5, 6, dan 7, di mana pewaris 

secara eksplisit menunjuk penerima tertentu dengan ridha ahli waris melalui 

musyawarah. Efsterling (sisa harta faraidh dan utang) dimanfaatkan pada kasus 1, 

2, dan 4 untuk fleksibilitas distributif. Praktik ini menegaskan dualitas hukum adat 

dan hukum Islam, dimana faraidh memberi kepastian proporsional pada harta 

pencarian, legaats dan efsterling memberi ruang musyawarah adat untuk harmoni 

sosial tanpa langgar hak dasar, menghasilkan minim konflik dan kohesi keluarga 

yang berkelanjutan.  

Keempat, menegaskan keselarasan dengan maqashid al-syariah: hifz al-mal 

melalui prioritas utang (kasus 4) dan faraidh proporsional, hifz al-nasl dimana 

perempuan berjasa (kasus 2,5 dan 7) dan kesetaraan anak perempuan (kasus 1), 

serta hifz al-nasab melalui mufakat keluarga yang perkuat ikatan sosial, 

menghasilkan maslahah mursalah tanpa konflik. Secara keseluruhan, tujuh kasus 

ini membuktikan pluralisme hukum efektif di Minangkabau, dan faraidh memberi 

kepastian normatif, adat memberi fleksibilitas kontekstual, dan wasiat leggat dan 

efsterling menjadi jembatan keadilan distributif, sehingga praktik waris Nagari 

Cubadak Air tidak hanya patuh syari’ah tetapi juga adaptif sosial, minim 

sengketa, dan berkelanjutan.  

Secara keseluruhan, praktik pembagian warisan di Nagari Cubadak Air 

menunjukkan bahwa hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata dapat 

terintegrasi secara harmonis melalui musyawarah dan rasionalitas sosial para 

aktor. Keadilan dalam konteks lokal tidak dipahami secara semata-mata tekstual, 

melainkan sebagai keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan dan 

keharmonisan keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa pluralisme hukum 
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bukanlah sumber konflik, melainkan dapat menjadi mekanisme adaptif dalam 

menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara kontekstual dan berkeadilan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tentang pola distribusi warisan di Nagari Cubadak 

Air, Kota Pariaman, dapat di sarankan bahwa: 

Pertama, Masyarakat Nagari Cubadak Air dan pemerintah daerah Kota 

Pariaman disarankan menyusun pedoman tertulis pola pembagian warisan hibrida 

yang dokumentasikan perhitungan faraidh dasar, kesepakatan efsterling/legaats, 

dan hak pakai pusako, untuk dijadikan model replikasi di nagari lain 

Minangkabau guna tingkatkan transparansi, cegah sengketa, dan lestarikan praktik 

adaptif ini.   

Kedua, Lembaga adat (niniak mamak, tokoh masyarakat) dan masjid di 

Nagari Cubadak Air dianjurkan intensifkan sosialisasi musyawarah substantif 

melalui kuliah tujuh hari dan pelatihan mediasi keluarga, fokus pada rasionalitas 

praktis (jaminan faraidh plus penghargaan jasa), agar aktor masyarakat makin 

terampil ambil keputusan harmonis dan kurangi potensi iri hati. 

Ketiga, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Pariaman didorong 

bentuk posko bimbingan waris yang fasilitasi verifikasi ridha ahli waris tertulis 

untuk legaats, edukasi dualitas syariah-adat (pusako vs pencarian), dan mediasi 

kasus kalalah atau utang, sehingga penerapan faraidh-efsterling tetap sah hukum 

positif sekaligus selaras norma lokal. 

Keempat, Ulama, akademisi, dan MUI Sumatera Barat disarankan gelar 

penelitian lanjutan dan fatwa maqasid tentang waris hibrida Minangkabau sebagai 

maslahah mursalah, sertai kurikulum pendidikan agama dini di nagari untuk 

sadarkan generasi muda akan hifz al-mal, hifz nasl. 

 

5.3 Implikasi 

Pertama, Temuan pola fleksibel berimplikasi pada pengembangan model 

waris hibrida nasional, di mana pemerintah dapat adopsi pendekatan 

faraidh+musyawarah sebagai alternatif mediasi pralitigasi di Pengadilan Agama, 
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kurangi beban perkara waris (ribuan kasus tahunan), dan jadi acuan kebijakan 

pluralisme hukum adat-syariah di daerah matrilineal seperti Minangkabau.  

Kedua, Rasionalitas praktis aktor implikasikan paradigma pengambilan 

keputusan berbasis konsensus dalam studi antropologi hukum, dorong kurikulum 

pendidikan hukum Islam tambah modul "rasionalitas substantif" untuk 

mahasiswa, serta inspirasi pelatihan mediator komunitas guna replikasi di etnis 

lain demi konflik waris yang minim. 

Ketiga, Integrasi faraidh, legaats, efsterling, dan adat implikasikan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171-193 agar akomodasi musyawarah lokal 

untuk efsterling, perkuat yurisdiksi Pengadilan Agama hybrid, dan jadi referensi 

akademik bagi studi fiqh muqaran (syariah dan KUHPerdata) di perguruan tinggi 

Islam. 

Keempat, keselarasan maqashid implikasikan fatwa MUI adaptif tentang 

maslahah mursalah waris hibrida, kontribusi teori hukum Islam kontemporer 

(maqasidiyyah), serta implikasi sosial perkuat kohesi keluarga Minangkabau di 

era urbanisasi, cegah disintegrasi adat akibat modernisasi. 

5.4 Keterbatasan Studi 

Penelitian ini telah berupaya mengkaji pola pembagian warisan di Nagari 

Cubadak Air Kota Pariaman secara mendalam melalui pendekatan kualitatif. 

Namun demikian, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu disadari dalam 

menafsirkan temuan penelitian ini. Pertama, ruang lingkup penelitian yang 

terbatas pada satu nagari menyebabkan hasil penelitian ini bersifat kontekstual 

dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas pada seluruh 

masyarakat Minangkabau atau komunitas adat lainnya. Perbedaan karakter sosial, 

struktur adat, dan tingkat pemahaman keagamaan di wilayah lain berpotensi 

menghasilkan pola pembagian warisan yang berbeda. Kedua, data penelitian ini 

sangat bergantung pada narasi dan pengalaman subjektif para informan, baik dari 

kalangan ahli waris, tokoh adat, maupun tokoh agama. Meskipun telah dilakukan 

upaya triangulasi data, potensi bias interpretatif tetap tidak dapat dihindari 

sepenuhnya, terutama dalam menggali rasionalitas aktor dan pertimbangan 

normatif yang melandasi praktik pembagian warisan. Ketiga, penelitian ini belum 
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mengkaji secara komprehensif dimensi kuantitatif dan dampak jangka panjang 

dari pola pembagian warisan, khususnya terkait implikasi ekonomi dan relasi 

kekuasaan dalam keluarga. Selain itu, aspek konflik kewarisan dan mekanisme 

penyelesaian sengketa belum menjadi fokus utama kajian. Keempat, penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan metodologis yang 

lebih beragam dan lintas disiplin guna memperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai praktik kewarisan dalam masyarakat adat. 
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